Jasa Konsultansi Analisis Hasil Survey Indeks

Kepuasan Masyarakat

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
(DJKI)

2019

disiapkan oleh

PT MarkPlus Indonesia



DAFTAR 1Sl

DAFTAR ISt h ettt ettt be e e be e s bt e s b b e e ab e e st e e b e e ke e b e e ebeeebeeenbeebeenbee e 1
BAB | PENDAHULUAN ...ttt sttt ettt sh e sh e st b ettt et e e b e e s b e e st e e et et anbeenbeenbe e e 3
1.1, Latar BelaKang .......ocooeiiiiiiie e 3
0 U o SRS 4
BAB [ PENEMPATAN KERUJA ..ottt ettt se et n e e n e nne e 5
N N U T - T - T 0o LSS 5
BAB i METODOLOGI ...ttt sttt sttt ettt be sttt neebesbesbenaenneeeneas 6
3.1, Metodologi PEKEIJAAN ......c.viuiiiitiieiieteeee ettt e 6
3.1.1.  Tahap Pertama: Data PrOCESSING .......cuivrrirerieriireieieeeiestesse st st se e ese et nnenn e 6
3.1.2.  Tahap Kedua: ANaliSiS DAta ..........ccceiiiiiiriiieiiiieieeeees et 7
3.1.3.  Tahap Ketiga: PEIADOIAN ..o 7
BAB IV HASIL PENELITIAN ..ottt sttt sttt sttt es et e be e nbe e e 8
O = o =L L T =T 10010 L SRS 8
4.2 Indeks Kepuasan MaSYarakal..............ccceeviiiiiieriiiiiie e sie ettt sreste et steennesbeeneesreens 8

i.  Indeks Kepuasan Masyarakat KeSelUruhan ............ccccoeiiiiiiicic i 8

ii.  Indeks Kepuasan Masyarakat PEr PIOVINSI ........c.ccveueieciiiiie ettt s re e ees 9

iii. Indeks Kepuasan Masyarakat per Jenis Pelayanan .............ccoouvirinenenencinnse e 10

iv. Indeks Kepuasan Masyarakat per JEnis PEMONON .........cccoooviiiiiiiiieicceese e 11

V. Indeks Kepuasan Masyarakat Per DIMENSI .........ccccuiiiiriiiieieinisisi st 12

4.3 Importance Performance ANAIYSIS..........ooiiiiiiiii e 18

i.  Importance Performance Analysis KeSelUuruhan...........ccocooeiiiiiiniic i 19

ii.  Importance Performance AnalysiS PEr PrOVINSE ........ccocveriiiiiieiiiieie et 19

iii. Importance Performance Analysis per Jenis Layanan ...........cccoovervreereneeieneneeenee e 23

iv. Importance Performance Analysis per Kategori Responden ...........cccocevoveeneneeneneeneneene 26

4.4 Media SUMDET INFOIMAST .......ooviiiiiicc s 30



4.5  Saran dan Harapan Masyarakat.............ccouuiiiiiiriiiieesese s
BAB V PENUTUP ..ttt h e sttt etk b e e b e e b et s bb e e st e e be e sbe e sbeesaeesabeentas
5.1 KESHMPUIAN 1.t b bbbt n e
5.2, SAIAN ..ottt



BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini Ditjen Kekayaan Intelektual (DJKI) terus berupaya untuk membenahi prosedur layanan. Namun,
masyarakat sebagai pengguna layanan dinilai belum puas terhadap layanan yang diberikan oleh DJKI.
Selain itu, banyak calo yang mengiklankan bantuan pendaftaran HAKI di internet. Berdasarkan hasil survei
Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2018, masyarakat menilai pelayanan publik DJKI tergolong kurang
baik (overall score 74,58). Hal ini menunjukkan masih terdapat gap antara kualitas dan harapan pelayanan
yang diberikan oleh DJKI kepada masyarakat.

Saat ini, survei kepuasan masyarakat (SKM) merupakan hal yang esensial dalam keberjalanan suatu
pelayanan, khususnya yang berurusan langsung dengan masyarakat seperti pelayanan publik. SKM adalah
data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran, baik secara
kuantitatif maupun secara kualitatif, atas pendapat masyarakat mengenai pelayanan yang mereka dapatkan
dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. SKM merupakan tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas
pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Publik. SKM dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik dan mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat.

Kemudian, pelaksanaan SKM ini didasari oleh beberapa dasar hukum, seperti:

a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan
Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;

c) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang
Pedoman Publik Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

d) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/KEP/M.PAN/7/2003 tentang
Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;

e) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang
Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

f) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang

Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;



g) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun
2014 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik; dan

h) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun
2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik.

1.2. Tujuan

Pekerjaan ini memiliki dua tujuan utama, yaitu:

i.  Sebagai penilaian dan bahan evaluasi terhdap kualitas pelayanan DJKI
a. Mengetahui penilaian pelanggan terhadap DJKI
b. Mengetahui harapan dan keinginan pengguna layanan
ii.  Memberikan rekomendasi untuk menentukan langkah-langkah yang tepat guna meningkatkan
penilaian kepada public
a. Memberikan informasi mengenai titik pelayanan yang harus diperbaiki
b. Memberikan rekomendasi terkait penerapan standar layanan, proses, dan prosedur

operasional



2.1 Uraian Tugas

BAB II
PENEMPATAN KERJA

Posisi

Uraian Pekerjaan

Project Manager

Memberikan arahan mengenai riset serta mengawasi

jalannya pekerjaan secara keseluruhan

Melakukan analisis dan mengelola data mengenai hasil

Analis riset serta mengawasi jalannya pekerjaan secara
keseluruhan
Melakukan dan mengkoordinasi terkait data dan statistik
Ahli Statistik

untuk menunjang keberjalanan pekerjaan




BAB Il1

METODOLOGI

3.1.Metodologi Pekerjaan

Pekerjaan telah dilakukan dalam 3 tahap, yaitu data processing, analisis data, dan pelaporan. Berikut

merupakan penjelasan untuk masing-masing tahapan pekerjaan:

3.1.1. Tahap Pertama: Data processing

Proses data processing dilakukan dengan perhitungan indeks kepuasan masyarakat dengan

menggunakan metode nilai rata-rata tertimbang. Nilai rata-rata tertimbang dihitung dengan cara

penghitungan bobot dari tingkat kepentingan.

X = rata-rata tertimbang

Xi = nilai data ke-i

w; = bobot data ke-i

n = jumlah data

Proses data processing melakukan perhitungan indeks kepuasan masyarakat untuk perhitungan

total, per provinsi, dan per jenis pelayanan berdasarkan indicator-indikator yang telah ditetapkan

dan akan dikategorikan berdasarkan interval dalam PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017.

Nilai Persepsi Nilai Interval Nilai Interval Mutu Kinerja Unit
(NI) Konversi (NIK) | Pelayanan (x) Pelayanan (y)
1 1,00 — 2,5996 25,00 — 64,99 D Tidak baik
2 2,60 — 3,064 65,00 — 76,60 C Kurang baik
3 3,0644 — 3,532 76,61 — 88,30 B Baik
4 3,5324 — 4,00 88,31 — 100,00 A Sangat Baik




Keluaran Fase Pertama
e Tabulasi

3.1.2. Tahap Kedua: Analisis Data

Proses analisis data dilakukan dengan cara Importance-Performance analysis. Pada analisis
Importance-Performance Analysis, dilakukan pemetaan menjadi 4 kuadran untuk seluruh variabel
yang mempengaruhi kualitas pelayanan. Pembagian kuadran dalam Importance-Performance
Analysis dapat dilihat sebagai berikut:

IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS (IPA)

v
Tingginya tingkat kepuasan dan rendahnya nilai m
i o bobot. Tingginya tingkat kepuasan dan nilai bobot.
Meskipun prioritas keempat manajemen harus tetap Manajemen harus memberikan perhatian khusus
memperhatikan agar nilainya terus meningkat dan sebagai prioritas ketiga untuk perbaikan.
tidak stagnan
@
(%]
I 1
Rendahnya tingkat kepuasan dan nilai bobot. Rendahnya tingkat kepuasan dan tingginya nilai
Manajemen harus memberikan perhatian khusus bobot. Manajemen harus memberikan perhatian
dan sebagai prioritas kedua untuk perbaikan. khusus sebagai prioritas utama untuk perbaikan.

First Priority for Improvement

Tingkat Kepentingan
Gambar 1 Definisi Importance Performance Analysis
Keluaran Fase Kedua

e Hasil Analisis Data

3.1.3. Tahap Ketiga: Pelaporan

Hasil analisa data yang telah dilakukan disusun ke dalam laporan. Rekapitulasi hasil analisa data
dilakukan untuk penarikan kesimpulan. Evaluasi dan rekomendasi dari data yang telah diperoleh

dilakukan dan dicantumkan dalam laporan akhir.
Keluaran Fase Ketiga

e Laporan Akhir



BAB IV
HASIL PENELITIAN

4.1 Sebaran Responden

Dalam penelitian ini terdapat 2 kategori responden, yaitu responden dari wawancara kuantitatif dan
kualitatif. Pada wawancara kuantitatif (telephone Interview), terdapat 285 responden yang terbagi
dalam 5 provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan
Sumatera Selatan) dengan empat jenis permohonan (hak cipta, paten, merek, desain industri).

Sementara pada wawancara kualitatif (In Depth Interview) terdapat 7 responden dengan berbagai jenis

permohonan (hak cipta, paten, merek, desain industri, indikasi geografis).

Kuantitatif (Telephone interview)

Kota

Jakarta Jawa Jawa Sumatra | Sulawesi [ Sumatra Total
Barat Timur Utara Selatan | Selatan

Kualitatif (In-Depth Interview)

INETE] e Lokasi
Permochonan

Indikasi
Rina Sinaga Geografis, DKl Jakarta

Merek
Evilita Hak
2. Adriani Merek Jawa Timur Cipta

Hendro .
3 Sutowjjoyo Paten Jawa Timur _
4. .W'”dy Desalnl Jawa Timur 2
Kristiancana Industri S
| Merek
5. Ita Suryani Merek Jawa Timur &
Paten, Merek, S| Desain
i Industri
6. NurL.JI = apta, Jawa Timur naustr
Qumariyah Desain
Industri
Edu Merek, Hak : Total 153
7. . : Jawa Timur
Pasarian cipta

Gambar 1 Tabel sebaran responden

4.2 Indeks Kepuasan Masyarakat
I.  Indeks Kepuasan Masyarakat Keseluruhan

Dari responden yang telah dimintai pendapat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan dari

Ditjen Kekayaan Intelektual, nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat secara keseluruhan sebagai berikut:



84,45

81,56 81,10
79,06 78,98
75,09 I I
Rata-Rata Persyaratan Prosedur Waktu Biaya/Tarif ~ Produk
Pelayanan Spesifikasi
Jenis
Pelayanan

87,80

84,58
81,89
I 77,30
Kompetensi  Perilaku ~ Maklumat
Pelaksana Pelaksana Pelayanan Pengaduan,
Saran dan
Masukan

84,96

Penanganan Teknalogi
Informasi

Gambar 2 Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan hasil indeks kepuasan masyarakat berdasarkan komponen pelayanan pada Peraturan Menteri
PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017, aspek waktu pelayanan dan penanganan pengaduan masih menjadi aspek

pelayanan yang dirasa kurang oleh masyarakat.

ii.  Indeks Kepuasan Masyarakat per Provinsi

Indeks Kepuasan Masyarakat - Per Provinsi B Kepuasan di atas IKM nasional

n=285 ) )
I Kepuasan di bawah IKM nasional
83,64 83,77
s 8106 . 8108
77,39 IKM Nasional:
74,55 I 81,56
Rata-Rata Jakarta Jawa Barat Jawa Timur Sumatera Utara Sulawesi Selatan ~ Sumatera Selatan
n=285 n=153 n=6 n=43 n=13 n=38 n=32
Persyaratan mmmmmm 2407 —EET——— 9333 I 70| 75,00 T—— gs 53 30,65

Prosedur  p 81,70
‘Waktu Pelayanan

Biaya/Tarif

— 745

— 7905
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
——— 7510

Kompetensi Pelaksana IS 34,48

Perilaku Pelsana  n—— 37,64
Maklumat Pelayanan 81,05
Penanganan Pengaduan g 75,66

Teknologi Informasi ey 8258

— 70,17
— 7500
— 7500
— 75,00
— G 50
— 50,00
—— 70,17

I 79,17

3108
75,00
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3,78
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G108
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Gambar 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Provinsi



Jika dilihat berdasarkan tingkat kepuasan per provinsi, responden dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan

Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan memiliki nilai IKM di bawah IKM Nasional. Pada DKI Jakarta,

waktu pelayanan memiliki nilai IKM terendah.

iii.  Indeks Kepuasan Masyarakat per Jenis Pelayanan

Rata-Rata
n=285
Persyaratan
Prosedur
Waktu Pelayanan
Biaya/Tarif

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Kompetensi Pelaksana
Perilaku Pelsana
Maklumat Pelayanan
Penanganan Pengaduan

Teknologi Informasi

Indeks Kepuasan Masyarakat - Per Jenis Pelayanan

I 73 08
I 63,95
73 82
74,57
I 3504
— G760
— 30,10
74,36

I 31,77

n=285

Il Kepuasan di atas IKM nasional

I Kepuasan di bawah IKM nasional

84,77

Desain Industri
n=15

I 01,57
I 35,00
I 78,33
56,67
N 78,33
37,50
— () (00
I 35,00
I 30,00

I 35,00

84,48
B _ﬂd\n_ I;h_asionalz
81,56
Hak Cipta
n=100

I 35,10
I 85,10
I 34,85
I 77,53
I 37,37
82,69
I 38,46
I 34,85
I 31,63

I 56,89

Gambar 4 Indeks Kepuasan Masyarakat per Jenis Pelayanan

Jika dilihat berdasarkan tingkat kepuasan per jenis pelayanan, responden dari yang menggunakan pelayanan
merek dan paten memiliki nilai IKM di bawah IKM Nasional. Pada responden yang menggunakan

pelayanan merek, waktu pelayanan memiliki nilai KM terendah.
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iv. Indeks Kepuasan Masyarakat per Jenis Pemohon

Indeks Kepuasan Masyarakat - Per Jenis Pemohon B Kepuasan di atas IKM nasional

n=285

I Kepuasan di bawah IKM nasional

81,56 81,40 82,22
"""""""""" I """'""'""'"I""""'"""59,38"""""""
Rata-Rata Perorangan Badan Usaha Konsultan HKI
n=285 n=208 n=66 n=4
Persyaratan  p— 3/ 30 I 3,47 37,50
Prosedur  pmmm 50,56 — 337 - 5625
Wakiu Pelayanan gy 75 15 — 7457 . 5625
Biaya/Tar o 7766 — g3 7 7500
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
I 79,59 (V] 7500
Kompetensi Pelaksana I 34 27 I 57,23 M 2500
Perilaku Pelsana IS 37 39 I 55 83 — 10(()],0
Maklumat Pelayanan  p— 82,00 — 3132 _— 5375
Penanganan Pengaduan g 7779 7533 7500
Teknologi Informasi ey 5/ 91 s 53 7500

Jika dilihat berdasarkan tingkat kepuasan per jenis pemohon, responden dari Sentra KI memiliki nilai indeks
kepuasan masyarakat tertinggi. Untuk jenis pemohon perorangan dan badan usaha, komponen yang
memiliki kepuasan terendah merupakan komponen waktu pelayanan, sedangkan untuk jenis pemohon

konsultan HKI dan Sentra KI, komponen yang memiliki kepuasan terendah merupakan komponen

kompetensi pelaksana.

Gambar 5 Indeks Kepuasan Masyarakat per Jenis Pemohon
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85,26
IKM Nasional:
81,56
Sentra KI
n=7

S 37,50
— 37,50
— 01,67
70,17
37,50
I /5,00
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g3 33

I 90,00



v. Indeks Kepuasan Masyarakat per Dimensi

Kepuasan terhadap Persyaratan

n=283
B7.21
B5.53
a4.45 B4.87
83.33
B0.ES
75.00 |
Rata-Rata DKl Jawa Barat Jawa Sumatera Sulawes| Sumatera
Jakarta Timur LMara Salatan Salatan

n=283 =133 n=g n=43 n=1z =38 n=31 ﬂ

Gambar 6 Indeks Kepuasan Masyarakat Dimensi Persyaratan

Alasan Ketidakpuasan terhadap Persyaratan
{n=18)
Base: Responden yang menawab 1-2

1. Infermasinya kurang jelas di Website
2. Prosesnya sulit

“Product Knowledge ifu perly dibedlatiukan jugs
(bagaimara syaralicara uriluk dilenma), bukar hanya
fala cara pengajuan afa. Mizalkan hal-hal kecil seperli g&
boleh ada unsur bahasa inggrs, dil™
—Windy, Jawa Timur, Desain Industri

“Prosedur belum jelas: beium tahu latapannya
gimana, walsupun berdasarkan LU fu sebanarnya ada
{permasalakan beknis, dil) namun kenyataannya

b

—Murul, Jawa Timur, Paten; merk; desain industri;
hak cipta

Pada dimensi persyaratan, indeks kepuasan masyarakat pada provinsi Sumatera Utara (75.00) merupakan
yang terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Sejumlah 16 dari 250 responden merasa tidak puas

terhadap persyaratan karena informasi yang kurang jelas di website serta proses yang tergolong sulit.

Sehingga, terdapat responden yang menyarankan untuk memberikan product knowledge kepada

masyarakat, seperti contohnya unsur yang mengandung bahasa inggris tidak dapat digunakan.

Kepuasan terhadap Prosedur
n=2483

51.98
8170 81.58
§1.10
T9.17 79.03
| 75.00 |
RataRata [n]2A] Jawa Barat  Jawa Sumatera Sulawesl Sumatera
Jakarta Tirnur Mara Selatan  Selatan

n=2B3 =153 n=g n=43 n=12 n=38 =31 n
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LU

Alasan Ketidakpuasan terhadap Prosedur
{n=40)
Biaze: Responden yang menjawab 1-2

Prosedurnya agak sulit

Infermasi yang kurang jelas di webnya

. Tidak ada informasi lanjutan setelah mendaftar
Kurangnya sosialisasi ke masyarakat
Prosedurnya tidak jelas

“Ada baknya karmwl bisa punya fungsl seperti konsulfan,
karena saal ini idak ada motifikasi khusus (Sudah df
tahap manaberhasl) ke pemofan”
—Hendro, Jawa Timur, Paten

“Sebenarmya sih wdah ole, hanya safa uniuk pangafuan
sural kuasa sebaknya ek peru divpioad dulu, bisa
ada kelonggaran uniuk diberkan dalam 30 hari ~
=Yesi, DKI Jakarta, Paten



Gambar 7 Indeks Kepuasan Masyarakat Dimensi Prosedur

Pada dimensi prosedur, indeks kepuasan masyarakat pada provinsi Sumatera Utara (75.00) merupakan yang
terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Sejumlah 40 dari 250 responden merasa tidak puas
terhadap prosedur karena tergolong sulit, informasi yang diberikan di website kurang jelas, serta tidak
adanya informasi lanjutan yang diberikan kepada masyarakat setelah mendaftar atau mengajukan
permohonan. Sebagai contoh, informasi yang disajikan di website belum mencakup notifikasi tahap layanan

suatu pengajuan.

Selanjutnya pada dimensi waktu pelayanan, sebagian masyarakat masih kurang puas khususnya pada
provinsi Sumatera Utara (64.58). Terdapat 75 dari 250 responden yang merasa tidak puas terhadap waktu
pelayanan karena proses yang tergolong lama, pelayanan yang tidak sesuai dengan SOP atau ketentuan
timeline, serta pelayanan yang kurang fleksibel karena jam 3 layanan DJKI telah ditutup. Contohnya untuk
pengajuan paten, responden berpendapat bahwa proses dari pengajuan sampai penerbitan sertifikat
memakan waktu 5 sampai 6 tahun, namun jika menggunakan jasa konsultan penerbitan sertifikat tersebut
dapat lebih cepat 1 tahun.

Kepuasan terhadap Waktu Pelayanan
n=283 Alasan Ketidakpuasan terhadap Waktu
Pelayanan
{n=7%)
Base: Responden yang menjawab 1-2

81.45
Prosesnya lama

7508 7484 75.00 75.00 74.34 1 . . S
2. Pelayanan tidak sesuai SOP timeline
54.58 3. Pelayanannya tidak fleksible (jam 3 sudah tutup)
“Welamaan prosesnya, kalo ngajuin paten ada yang 5-6
tahun baru keluar sertifkatnya”
a —Hendro, Jawa Timur, Paten

Rata-Rata DKl Jawa Barat  Jawa Sumatara Sulawes| Sumatera “Kalo urus sendir it lama, lapi kalo kensullan bisa
dakarta Timaie Wara  Selatan  Sslatan nawarin lebih capal kelvar sertifkalnya, misalkan paten
bisa lebit cepal 1 fahun”

n=283 =153 =& =43 =12 n=33 =31
e " " " |i i' -Windy, Jawa Timur, Desain Industri
Gambar 8 Indeks Kepuasan Masyarakat Dimensi Waktu Pelayanan

Untuk dimensi tariff atau biaya, indeks kepuasan masyarakat pada provinsi Sumatera Selatan (71.77)
merupakan yang terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Sejumlah 40 dari 250 responden merasa

tidak puas terhadap biaya layanan, karena dianggap terlalu mahal maupun kurang sesuai dengan hasil yang
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diterima. Sehingga, salah satu responden menyarankan bahwa rincian biaya layanan dapat diberikan pada

pemohon.

Kepuasan terhadap Tariff/Biaya
n=2a3 Alasan Ketidakpuasan terhadap TariffiBiaya

(=40}
Base: Responden yang menjawab 1-2

B2.89 1. Biaya yang dibayarkan terlalu mahal

51.98
2. Biaya kurang sesuai dengan hasil yang diterima
T9.06 7925
75.00 T75.00
7177 “Sarannya it peru dikasih rincian unluk apa saja,
karena sebenarmya lu fdak murah. Curna taw lofalnya
kalau masuk ke kategard mana harganya berapa {contal:
ol Lirrnurm 7.8, UMKM 600, dinas gratis, dif)”
= —Efi, Jawa Timur, Merek

Rata-Rata DKl Jawa Barat  Jawa Sumatera Sulawesl Surmatera
Jakarta Timur LHara Snlatan Salatan

n=283 m=133 n=g n=43 n=12 n=38 n=31

Gambar 9 Indeks Kepuasan Masyarakat Dimensi Tarif/Biaya

Kepuasan terhadap Produk Spesifikasi
N=283 Alasan Ketidakpuasan terhadap Produk Spesifikasi

(n=4G}
Bese: Responden yang menjawab 1-2

78.58 B2 55 B3gT 1. Karena belum menerima hasilnya sampai sekarang
) 78.10 75.00 R 2. Beberapa keputusan sifatnya subjektif dan posisinya
BA.TS abu-abu
3. Hanya mendapat cap saja tidak ada nomor regisirasi
4. Tampilan serifikat warnanya kurang tajam
5. Menunggu surat balasan setelah 1 tahun namun
ditolak
“Balum dapat serifikalnya sit, fadi saya kurang lahu”
== —lta, Jawa Timur, Merk
“Saatl ini sih masih bisa dibilang sesuvar, kecual unluk
Rata-Rata DKl Jawa Barat Jawa  Sumatera Sulawesi Sumatera penerbilan serifikal, kalay untur pebliikasinga masih
Jakarta Tirnur LMara Salatan  Salatan - ake”
nedAt  meisd g - i _— _— n —Rina, Jakarta, Merak & Indikasi Geografis

Gambar 10 Indeks Kepuasan Masyarakat Dimensi Produk Spesifikasi

Pada dimensi Produk Spesifikasi, indeks kepuasan masyarakat pada provinsi Sumatera Utara (68.75)
merupakan yang terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Sejumlah 46 dari 250 responden merasa
tidak puas terhadap produk spesifikasi. Sebagian besar responden mengakui bahwa hingga saat ini sertifikat

layanan belum terbit, namun beberapa merasa tidak puas karena terdapat keputusan yang sifatnya subjektif,
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hanya mendapat cap namun tidak ada nomor registrasi, serta tampilan sertifikat yang warnanya kurang

tajam.
Kepuasan terhadap Kompetensi Pelaksana
n=167 Alasan Ketidakpuasan terhadap Kompetensi
Pelaksana
{n=10}
Base: Respondsn yang menjawab 1-2
B9.58 :
8458  RA48 8478 1. Menunggu antrian lama

b

82.14 42.23 2. Pelayanan kurang terampil (termasuk dalam
kompetensi TIK)
6250 3. Informasi yang diberikan kurang jelas
. Pelayanan kurang responsif
5. Tidak ada kepastian
“Gak merala kompalens pelaksananya, lerganiung
ketermurnya sama siapa. Ada pelugas yang kalaw lidak
fahu langsung lanya ke kanlor pusal Jakarla, ada yang
TS ticdak”
n —Windy, Jawa Timur, Desain Industri
“Pamprow ifu dikasi lugas unfuk fangsumg cek sfalus ke

Rata-Rata DKl Jawa Barat  Jawa  Sumatera Sulawesl Sumatera Pusal. Tapi lahapannya itu bada-beda padafal

Jakarta Timur LHara Snlatan  Salatan masukinnya bareng. Namun uniuk yang pegang merak
kan awdifornya beda-beda dan hasinya lerganiung si
n=167 n=67 n=g n=231 =7 n=24 n=24 warifikator
s = =Murul, Jawa Timur, Paten; merk; desain industri;
hak cipta

Gambar 11 Indeks Kepuasan Masyarakat Dimensi Kompetensi Pelaksana

Sementara untuk pengajuan manual pada dimensi kompetensi pelaksana, indeks kepuasan masyarakat
provinsi Jawa Barat (62.50) merupakan yang terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Sejumlah 10
dari 143 responden merasa tidak puas terhadap kompetensi pelaksana karena perlu menunggu antrian yang
tergolong lama serta pelayanan/petugas yang kurang terampil, termasuk dalam kompetensi TIK. Namun,
terdapat responden yang mengakui bahwa kompetensi pelaksana antara satu dengan lainnya belum merata

atau sama, sehingga terdapat petugas yang memiliki kompetensi yang baik serta kurang baik.
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Kepuasan terhadap Perilaku Pelaksana

n=166

5780 B7.64 B6.96

I 50.00
Chart Area I

Rata-Rata DKl Jawa Barat  Jawa
Jakarta Timur

n=166 n=g7r n=g n=£3

Alasan Ketidakpuasan terhadap Perilaku
Pelaksana
[n=6)
Base: Responden yang menjawab 1-2
91.67
Pelayanannya kurang ramah

8829 BE.Od4
Pelayanannya kurang baik
Informasi yvang diberikan kurang jelas
Pelayanannya kurang responsif

“Kalo peniaky sift sudah baik ya, lidak ada masalah”™
—Hendro, Jawa Timur, Paten
n B =Edu, Jawa Timur, Merek & hak cipta

Sumatera Sulawesl Sumatera
LHara Selatan Salatan

L

n=7 rei4 m=23

Gambar 12 Indeks Kepuasan Masyarakat Dimensi Perilaku Pelaksana

Pada dimensi perilaku pelaksana di pengajuan manual, indeks kepuasan masyarakat provinsi Jawa Barat
(50.00) merupakan yang terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Sejumlah 6 dari 143 responden

merasa tidak puas terhadap perilaku pelaksana karena pelayanan yang kurang ramah, kurang baik,

informasi yang diberikan kurang jelas, maupun kurang responsif.

Pada dimensi maklumat pelayanan, indeks kepuasan masyarakat provinsi Jawa Barat (79.17) merupakan

yang terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Sejumlah 22 dari 143 responden merasa tidak puas

terhadap maklumat pelayanan karena informasi yang diberikan kurang jelas, serta kurangnya sosialisasi

ke masyarakat. Di samping itu, terdapat juga responden yang mengakui kurang memperhatikan dan

membaca secara saksama maklumat pelayanan tersebut.
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Kepuasan terhadap Maklumat Pelayanan
n=283 Alasan Ketidakpuasan terhadap Maklumat Pelayanan
(n=22}
Bese: Respondan yang menjawab 1-2

—

Informasi yang diberikan kurang jelas
85.53 2. Kurangnya sosialisasi ke masyarakat

B3.33
&1.89

81.58
81.05 81.45
1817
“Saya kurang tahu dan idak memperhatikan ifu apa pa.
s Tapi zaran sth bisa ditaruh of lobby supaya difthal”
—Efi, Jawa Timur, Merek

Rata-Rata DKl Jawa Barat Jawa  Sumatera Sulpwes! Sumatera et U R R S e SBGEI'_:'I' "’h_aksm
Jakarta Timur Hara  Selatan Salatan —Murul, Jawa Timur, Paten; merk; desain industri;
O hak cipta
n=283 =133 n=g& n=43 n=12 n=33 n=31

Gambar 13 Indeks Kepuasan Masyarakat Dimensi Maklumat Pelayanan

Selanjutnya, pada indeks kepuasan masyarakat dimensi penanganan pengaduan, saran, dan masukan,
provinsi Sumatera Utara (75.00) memiliki nilai terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Sejumlah
53 dari 250 responden merasa tidak puas karena pelayanan yang kurang responsive, informasi yang
diberikan kurang jelas, maupun call centre yang offline saat ditelepon. Selain itu, adanya beberapa
masalah yang hanya dapat diurus di Jakarta (kantor pusat) akan mengakibatkan kendala tersendiri bagi

sebagian masyarakat.

Kepuasan terhadap Penanganan Pengaduan,

Saran, dan Masukan Alasan Ketidakpuasan terhadap Penanganan
n=2a2 Pengaduan, Saran, dan Masukan
{n=53)

Bass: Responden yang menjawab 1-2
BO.26
Pelayanannya kurang responsif

Informasi yang diberikan kurang jelas

79.65
T9.17 79.03
. Call center offline saat ditelepon
. Call center waktunya kurang fleksible
77.30
T5.66
75.00
“Sobararnya sih bagus ya bisa malakukan pangaduan
melalui ive chat, tapi saya belum pemah coba”
3 —Hendro, Jawa Timur, Paten

Rata-Rata DKl Jawa Barat  Jawa Sumatera Sulawes! Sumatora = Jika ada masalah kan harus ngurus ke Jakarta,
dakarta Timar - Utara - Selatan  Selatan sebaiknya bisa dibanty untuk urus di Kanwil saja

n=282 n=152 n=& n=d43 n=12 =33 n=31 n (apaiagi kalo orangnya ada kendala vang)

N

=Efi, Jawa Timur, Merek

Gambar 14 Indeks Kepuasan Masyarakat Dimensi Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

17



Pada dimensi teknologi informasi di pengajuan online, indeks kepuasan masyarakat provinsi DKI Jakarta
(82.58) merupakan yang terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Sejumlah 12 dari 107 responden
merasa tidak puas terhadap teknologi informasi karena informasi yang diberikan kurang jelas, sistem
teknologi sering error dan cara pengisian yang tergolong sulit. Sebagai contoh, jika terdapat input yang
salah pada SKM (sistem klasifikasi merek) maka akan kembali ke halaman utama, serta sistem atau

server yang sering down atau tidak dapat digunakan di hari Sabtu dan Minggu.

Kepuasan terhadap Teknologi Informasi
n=13a Alasan Ketidakpuasan terhadap Teknologi
Informasi
{n=12)
Biase: Respondan yang menawab 1-2

23.75 . Informasi yang diberikan kurang jelas

. Sistem teknologinya sering error

. Cara pengisiannya agak sulit

. Sistemnya belum maksimal

. Perlu aplikasi di HP agar lebih mudah

54,86 85.00
B2.58 &2.76 “SKM it jika salah harusnya kan muncu! not found saja,
lapi malah jadi kemball ke halaman wlams. Terus sislemny’
SEMVAMYA jUga Sering down dF had Sabiu, Minggu”
T 3 —Murul, Jawa Timur, Paten; merk; desain industri;
hak cipta

Rata-Rata DKl Jawa Barat  Jawa Sumatera Sulawesl Sumatera
Jakarta Timur LHara Selatan  Salatan

87.50 B7.50

[Z2 0 R

“Suwdah cukup baik ya, apalag! sekarang ada live chal
Halaw dulu kan ledil repal harus telpon ke call canlre

0 1 0 dan bedum leniu digngkal”™
n=138 =BG = =20 =5 =14 =28
" " " " " |: :' —Rina, Jakarta, Merek & Indikasi Geografis

Gambar 15 Indeks Kepuasan Masyarakat Dimensi Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

4.3 Importance Performance Analysis

Importance Performance Analysis (IPA) adalah sebuah matriks yang dapat melihat prioritas perbaikan yang
harus dilakukan berdasarkan hasil riset. Tiap kuadran menggambarkan tingkat prioritas perbaikan yang
berbeda-beda. Terdapat kuadran First Priority for Improvement di kuadran kanan bawah, Second Priority
for Improvement di kuadran kiri bawah, Communicate di kuadran kiri atas, dan Maintain di kuadran kanan

atas.
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i. Importance Performance Analysis Keseluruhan

IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS (IPA)

Base: Semua responden (n=285)

3,70
Maintain

3,50 i ® Perilaku Pelaksana

Persyaratan \
@ Teknologi Informasi Pemanfaatan
— 8

Kompetensi Pelaksana

Kepuasan
w
w
o

Maklumat Pel y

® Prosedur

Tarif/Biaya
[ ] @ Produk Spesifikasi

310 Penanganan, Pengaduan, Saran
4 dan Masukan

® Waktu Pelayanan
290 Second Priority for Inprovement First Priority for Inprovement
3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00

Bobot

Gambar 16 Importance Performance Analysis secara keseluruhan
IPA untuk keseluruhan responden menunjukkan bahwa dimensi prosedur masuk ke dalam kuadran First
Priority for Improvement. Sedangkan untuk kuadran Second Priority for Improvement, komponen yang
termasuk pada kuadran tersebut yaitu produk spesifikasi tarif/biaya, penanganan, pengaduan, saran, dan
masukan, serta waktu pelayanan. Untuk kuadran Communicate, komponen yang termasuk yaitu
persyaratan dan maklumat pelayanan. Untuk kuadran Maintain, komponen yang masuk yaitu perilaku

pelaksana, teknologi informasi pemanfaatan, dan kompetensi pelaksana.

ii. Importance Performance Analysis per Provinsi

e Importance Performance Analysis DKI Jakarta
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IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS (IPA)
Base: Responden DKl Jakarta (n=153)

3,60
| Communicate | Maintain

3,50 4 @ Perilaku Pelaksana

3,40 Persyaratan @ -
@ Kompetensi Pelaksana

c 3,30 q ® Teknologi Informasi Pemanfaatan
E ® |Prosedur
3 [ ]
] 3,20 Maklumat Pelayanan |
Tarif/Biaya —@
Produk Spesifikasi —@
3,10 4
Penanganan, Pengaduan, Saran
dan Masukan
3,00 Waktu Pelayanan —& 7|
290 Second Priority for Inprovemen First Priority for Inprovement
3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00

Bobot

Gambar 17 Importance Performance Analysis Provinsi DKI Jakarta

IPA untuk keseluruhan responden menunjukkan bahwa tidak ada komponen yang masuk ke dalam kuadran
komponen yang masuk kuadran First Priority for Improvement. Sedangkan untuk kuadran Second Priority
for Improvement, komponen yang termasuk pada kuadran tersebut yaitu maklumat pelayanan, tarif/biaya,
produk spesifikasi, penanganan, pengaduan, saran dan masukan, serta waktu pelayanan. Untuk kuadran
Communicate, komponen yang masuk yaitu persyaratan dan prosedur. Untuk kuadran Maintain, komponen

yang masuk yaitu perilaku pelaksana, teknologi informasi pemanfaatan, dan kompetensi pelaksana.

e Importance Performance Analysis Jawa Barat

IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS (IPA)
Base: Responden Jawa Barat (n=6)

3,60
| Communicate | Maintain

| Teknologi Informasi Pemanfaatan

3,40
Penanganan, Pengaduan, Saran, @ Persyaratan
dan Masukan
3,20 4
&— prosedur
Maklumat Pelayanan
3,00

_T ~=Produk Spesifikasi
Tarif/Biaya

Waktu Pelayanan

Kepuasan
N
[}
S

2,60
® Kompetensi Pelaksana
2,40
2,20 1
Perilaku Pelaksana
IO ccond rioiy orimprovement \
3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00

Bobot
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Gambar 18 Importance Performance Analysis Provinsi Jawa Barat

IPA untuk provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa kompetensi pelaksana serta perilaku pelaksana masuk
ke dalam kuadran First Priority for Improvement. Sedangkan tidak ada komponen yang masuk ke dalam
kuadran Second Priority for Improvement. Untuk kuadran Communicate, komponen yang masuk yaitu
penanganan, pengaduan, saran, dan masukan, maklumat pelayanan, persyaratan, prosedur, produk
spesifikasi, waktu pelayanan, dan tarif/biaya. Untuk kuadran Maintain, komponen yang masuk yaitu

teknologi informasi pemanfaatan.
e Importance Performance Analysis Jawa Timur

IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS (IPA)
Base: Responden Jawa Timur (n=43)

3,80
Teknologi Informasi Pemanfaatan

3,70 i

3,60 q

3,50 Persyaratan \_\. i

@ Perilaku Pelaksana

g 340 Produk Spesifikasi ‘\ 7 ® Kompetensi Pelaksana
<

3,30 e R

Tarif/Biaya ——@ @&—— Prosedur
3,20 Maklumat Pelayanan ® Penanganan, Pengaduan, Saran,
dan Masukan
3,10 4
T Waktu Pelayanan
300 / First Priority for Inprovement
A A 4
3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00

Bobot

Gambar 19 Importance Performance Analysis Provinsi Jawa Timur

IPA untuk provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa tidak ada komponen yang masuk ke dalam kuadran
komponen yang masuk kuadran First Priority for Improvement. Sedangkan untuk kuadran Second Priority
for Improvement, komponen yang termasuk pada kuadran tersebut yaitu prosedur, penanganan, pengaduan,
saran, dan masukan, waktu pelayanan, produk spesifikasi, tarif/biaya, serta maklumat pelayanan. Untuk
kuadran Communicate, komponen yang masuk yaitu persyaratan. Untuk kuadran Maintain, komponen yang

masuk yaitu perilaku peaksana, teknologi informasi pemanfaatan, dan kompetensi pelaksana.
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e Importance Performance Analysis Sumatera Utara

IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS (IPA)

Base: Responden Sumatera Utara (n=13)

3,80
| Communicate | Maintain
Perilaku Pelaksana
3,60 4
[Teknologi Informasi Pemanfaatan
3.40 Maklumat Pelayanan \. 7
@—— Kompetensi Pelaksana
3,20 Tarif/Biaya 1
T \ T
£ 3,00 J
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x 2, ]
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260 @ Waktu Pelayanan
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2,20 1

200 Second Priority for Inprovement First Priority for Inmprovement

3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00

Bobot

Gambar 20 Importance Performance Analysis Provinsi Sumatera Utara

IPA untuk provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa tidak ada komponen yang masuk ke dalam
kuadran komponen yang masuk kuadran First Priority for Improvement. Sedangkan untuk kuadran Second
Priority for Improvement, komponen yang termasuk pada kuadran tersebut yaitu prosedur, produk
spesifikasi, waktu pelayanan, tarif/biaya, penanganan, pengaduan, saran, dan masukan, serta persyaratan.
Untuk kuadran Communicate, komponen yang masuk yaitu maklumat pelayanan. Untuk kuadran Maintain,
komponen yang masuk yaitu teknologi informasi pemanfaatan, perilaku pelaksana, dan kompetensi

pelaksana.

e Importance Performance Analysis Sulawesi Selatan

IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS (IPA)

Base: Responden Sulawesi Selatan (n=38)

3,80
3,70
@ Perilaku Pelaksana
3,60 @ Kompetensi Pelaksana
3,50 1 @ Teknologi Informasi Pemanfaatan
Maklumat Pelayanan — persyaratan
< 3,40 ] Y
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@ Produk Spesifikasi
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3,00 ]
® Waktu Pelayanan
290 Second Priority for Inprovement First Priority for Inprovement
3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00

Bobot
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Gambar 21 Importance Performance Analysis Provinsi Sulawesi Selatan

IPA untuk provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa tidak ada komponen yang masuk ke dalam
kuadran komponen yang masuk kuadran First Priority for Improvement. Sedangkan untuk kuadran Second
Priority for Improvement, komponen yang termasuk pada kuadran tersebut yaitu tarif/biaya, prosedur,
penanganan, pengaduan, saran, dan masukan, produk spesifikasi, dan waktu pelayanan. Untuk kuadran
Communicate, komponen yang masuk yaitu maklumat pelayanan dan persyaratan. Untuk kuadran
Maintain, komponen yang masuk Yyaitu teknologi informasi pemanfaatan, perilaku pelaksana, dan

kompetensi pelaksana.

iii. Importance Performance Analysis per Jenis Layanan

e Importance Performance Analysis Merek

IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS (IPA)
Base: Responden Merek (n=157)

4,00
—— T Maintain
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Gambar 22 Importance Performance Analysis Jenis Layanan Merek

IPA untuk jenis layanan Merek menunjukkan bahwa tidak ada komponen yang masuk ke dalam kuadran
komponen yang masuk kuadran First Priority for Improvement. Sedangkan untuk kuadran Second Priority
for Improvement, komponen yang termasuk pada kuadran tersebut yaitu prosedur, penanganan, pengaduan,
saran, dan masukan, produk spesifikasi, dan waktu pelayanan. Untuk kuadran Communicate, komponen
yang masuk yaitu maklumat pelayanan, persyaratan, dan tarif/biaya. Untuk kuadran Maintain, komponen

yang masuk yaitu teknologi informasi pemanfaatan, perilaku pelaksana, dan kompetensi pelaksana.
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e Importance Performance Analysis Paten

IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS (IPA)
Base: Responden Paten (n=13)
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Gambar 23 Importance Performance Analysis Jenis Layanan Paten

IPA untuk jenis layanan Paten menunjukkan bahwa tidak ada komponen yang masuk ke dalam kuadran
komponen yang masuk kuadran First Priority for Improvement. Sedangkan untuk kuadran Second Priority
for Improvement, komponen yang termasuk pada kuadran tersebut yaitu prosedur, persyaratan, maklumat
pelayanan, penanganan, pengaduan, saran, dan masukan, produk spesifikasi, dan waktu pelayanan. Untuk
kuadran Communicate, komponen yang masuk yaitu tarif/biaya. Untuk kuadran Maintain, komponen yang

masuk yaitu teknologi informasi pemanfaatan, perilaku pelaksana, dan kompetensi pelaksana.
o Importance Performance Analysis Desain Industri

IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS (IPA)

Base: Responden Desain Industri (n=15)
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Gambar 24 Importance Performance Analysis Jenis Layanan Desain Industri

IPA untuk jenis layanan Desain Industri menunjukkan bahwa tidak ada komponen yang masuk ke dalam
kuadran komponen yang masuk kuadran First Priority for Improvement. Sedangkan untuk kuadran Second
Priority for Improvement, komponen yang termasuk pada kuadran tersebut yaitu penanganan, pengaduan,
saran, dan masukan, produk spesifikasi, dan waktu pelayanan. Untuk kuadran Communicate, komponen
yang masuk yaitu tarif/biaya, persyaratan, prosedur, dan maklumat pelayanan. Untuk kuadran Maintain,
komponen yang masuk yaitu teknologi informasi pemanfaatan, perilaku pelaksana, dan kompetensi

pelaksana.
e Importance Performance Analysis Hak Cipta

IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS (IPA)
Base: Responden Hak Cipta (n=100)
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Gambar 25 Importance Performance Analysis Jenis Layanan Hak Cipta

IPA untuk jenis layanan Hak Cipta menunjukkan bahwa kompetensi pelaksana masuk ke dalam kuadran
First Priority for Improvement. Sedangkan untuk kuadran Second Priority for Improvement, komponen
yang masuk adalah tarif/biaya dan penanganan, pengaduan, saran, dan masukan. Untuk kuadran
Communicate, komponen yang masuk yaitu persyaratan, prosedur, maklumat pelayanan, waktu pelayanan,
dan produk spesifikasi. Untuk kuadran Maintain, komponen yang masuk yaitu teknologi informasi

pemanfaatan dan perilaku pelaksana.
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iv. Importance Performance Analysis per Kategori Responden
e Importance Performance Analysis Perorangan

IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS (IPA)
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Gambar 26 Importance Performance Analysis Jenis Responden Perorangan

IPA untuk jenis responden Perorangan menunjukkan bahwa tidak ada komponen yang masuk ke dalam
kuadran komponen yang masuk kuadran First Priority for Improvement. Sedangkan untuk kuadran Second
Priority for Improvement, komponen yang termasuk pada kuadran tersebut yaitu penanganan, pengaduan,
saran, dan masukan, produk spesifikasi, tarif/biaya, prosedur, dan waktu pelayanan. Untuk kuadran
Communicate, komponen yang masuk yaitu persyaratan dan maklumat pelayanan. Untuk kuadran
Maintain, komponen yang masuk Yyaitu teknologi informasi pemanfaatan, perilaku pelaksana, dan

kompetensi pelaksana.
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¢ Importance Performance Analysis Badan Usaha

IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS (IPA)
Base: Responden Badan Usaha (n=66)

4,00
| communicate | Maintain

3,80 - Kompetensi Pelaksana

Perilaku Pelaksana
Persyaratan Prosedur | //
\._ @ Teknologi Informasi Pemanfaatan
Tarif/Biaya

w
3

w
&

[ J
Maklumat Pelayanan -
Produk Spesifikasi

w
1)
o

Kepuasan
w
8
|

Penanganan, Pengaduan, Saran,
dan Masukan

N
)
=]

L

Waktu Pelayanan

g

2,40 1

2,20 1

500 Second Priority for Inprovement First Priority for Inprovement
3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00

Bobot

Gambar 27 Importance Performance Analysis Jenis Responden Badan Usaha

IPA untuk jenis responden Perorangan menunjukkan bahwa tidak ada komponen yang masuk ke dalam
kuadran komponen yang masuk kuadran First Priority for Improvement. Sedangkan untuk kuadran Second
Priority for Improvement, komponen yang termasuk pada kuadran tersebut yaitu penanganan, pengaduan,
saran, dan masukan, produk spesifikasi, maklumat pelayanan, dan waktu pelayanan. Untuk kuadran
Communicate, komponen yang masuk yaitu persyaratan, prosedur, dan tarif/biaya. Untuk kuadran
Maintain, komponen yang masuk yaitu teknologi informasi pemanfaatan, perilaku pelaksana, dan

kompetensi pelaksana.
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e Importance Performance Analysis Konsultan HKI

IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS (IPA)

Base: Responden Konsultan HKI (n=4)
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Gambar 28 Importance Performance Analysis Jenis Responden Konsultan HKI

IPA untuk jenis layanan Hak Cipta menunjukkan bahwa kompetensi pelaksana masuk ke dalam kuadran
First Priority for Improvement. Sedangkan untuk kuadran Second Priority for Improvement, komponen
yang masuk adalah maklumat pelayanan, waktu pelayanan, dan prosedur. Untuk kuadran Communicate,
komponen yang masuk yaitu persyaratan, produk spesifikasi, penanganan, pengaduan, saran, dan masukan,
serta tarif/biaya. Untuk kuadran Maintain, komponen yang masuk yaitu teknologi informasi pemanfaatan

dan perilaku pelaksana.
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e Importance Performance Analysis Sentra HKI

IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS (IPA)
Base: Responden Sentra HKI (n=7)
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Gambar 29 Importance Performance Analysis Jenis Responden Sentra HKI

IPA untuk jenis layanan Hak Cipta menunjukkan bahwa kompetensi pelaksana dan perilaku pelaksana
masuk ke dalam kuadran First Priority for Improvement. Sedangkan untuk kuadran Second Priority for
Improvement, komponen yang masuk adalah penanganan, pengaduan, saran, dan masukan serta tarif/biaya.
Untuk kuadran Communicate, komponen yang masuk yaitu persyaratan, produk spesifikasi, maklumat
pelayanan, waktu pelayanan, serta prosedur. Untuk kuadran Maintain, komponen yang masuk yaitu

teknologi informasi pemanfaatan.
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4.4 Media Sumber Informasi

Sumber Informasi mengenai
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Gambar 30 Media Sumber Informasi

Sebagian responden mengetahui informasi mengenai pelayanan DJKI melalui website Ditjen KI, padahal

masih banyak yang mengatakan tingkat kejelasan informasi dari website rendah. Dari ke empat sumber

informasi, yang memiliki informasi sangat jelas hanya melalui pegawai Ditjen KI.

Beberapa responden juga mengusulkan untuk membuat website menjadi bilingual sehingga memudahkan

orang asing ketika ingin mencari tahu bagaimana memasukan merek ke dalam Indonesia. Kemudian, perlu

dibuat section khusus pengumuman di halaman muka website yang diperbaharui setiap harinya.
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4.5 Saran dan Harapan Masyarakat

Saran dan Harapan - People
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Saran dan Harapan - Physical Evidence
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Gambar 31 Saran Dan Harapan Masyarakat
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Saran dan harapan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu people yang berhubungan dengan sumber daya
manusia, process yang berhubungan dengan proses mulai dari pengaplikasian sampai pengambilan hasil,
dan physical evidence yang berhubungan dengan tempat pelayanan. Dari segi people, banyak responden
yang mengatakan bahwa pelayanan sudah bagus. Namun, diikuti oleh permintaan agar Ditjen KI

meningkatkan pelayanannya lagi. Dari segi process, banyak responden yang mengatakan bahwa proses

harus lebih cepat lagi. Sedangkan, hampir setengah responden mengatakan bahwa dari segi physical process

sudah bagus.
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BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil pengolahan data Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan permohonan Kekayaan
Intelektual (KI) yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dapat ditarik sebuah
kesimpulan berdasarkan analisa yang telah dilakukan bahwa hasil pengukuran Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap layanan Kekayaan Intelektual pada tahun 2019 memiliki nilai indeks 81.56 (skalah
25-100) atau masuk dalam kategori BAIK (B) atau setara dengan 3.26.

5.2. Saran

Saran perbaikan yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk peningkatan
layanan permohonan Kekayaan Intelektual berdasarkan survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019

adalah:

1. Pemerataan product knowledge yang dimilliki oleh seluruh pelaksana pada setiap Kantor Wilayah
agar terdapat informasi yang konsisten dari seluruh pelaksana
2. Penyempurnaan website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, baik dari sisi:

a. Informasi (penambahan informasi tahapan dan situs-situs terkait, cara penerimaan produk,
durasi penerimaan, pengumuman di halaman muka website yang diperbaharui setiap
harinya),

b. Bahasa (penambahan Bahasa Inggris untuk foreigner),

c. Teknis (maintenance system agar tidak down terutama pada hari Sabtu)

3. Perbaikan pelayanan di Kantor Wilayah seperti perluasan ruang tunggu dan kesesuaian jam

operasional dengan website.
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